SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/99/KPTS/2023

TENTANG

TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INF ORMASI HUKUM

Menimbang

Mengingat

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33
Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi
bertindak sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi
hukum di wilayahnya;

bahwa dalam rangka melaksanakan Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efesien,
perlu membentuk Tim; ,
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014






